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TENTANG
 

RETRIBUSI IZIN TRAYEK
 

DENGA1'T RAKH1\1AT TUHAN YANG ~[AHA ESA
 

BUPATI LAMPUNG TIMUR
 

... -

Menimbang a. bahwa dengan semakin meningkatnya mobilitas orang dengan 

menggunakan ar.gkutan kendaraan bermotor umum dalam Wilayah 

Kabupaten Lampung Timur serta dalam rangka peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat pemakai jasa angkutar. perlu diatur Tata Cara 

Retribusi Izin Trayek bagi kendaraan Angkutan Penumpang Umum 

dalam Kabupaten Lampung Timur ; 

b. bahwa untuk menanggulangi beban Pemerintah Daerah dalam 

mengatur terselenggaranya kelancaran dan ketertiban kendaraan 

Angkutan Penumpang Umum dalam kabupaten Lampung Timur 

sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu mengatur 

Retribusi Izin Trayek bagi kendaraan Angkutan Penumpang Umum; 

c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, 

perlu diatur dengan Peraturan Daerah. 

Mengingat 1.	 Undang - undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi 

Dati I Lampung (Lembal"'anNegara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan 

Lembarar Negara Nomor 2688 ); 

2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dati II 

Way Kanan, Kabupaten Dati Il Lampung Timur dan Ko13 Madya Dati 

II Me-tro. ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3825 ); 
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3.	 Ur.dang - undang Nor.ior 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daeral: 

( Lembaran Negqra Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3839 }; 

4. Undang	 - undang Nomor 14 t.ihun 1992 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3480 ); 

S. Undang -	 undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. ( Lemharan Negara Talum 1997 Nomor 41, 

Trrnbahan Lembaran Negara Nomor 3410 ); 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan 

( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3527 ); 

7. Peraturan	 Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan 

Kendaraan Bermotor di Jalan. ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 

6J, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528); 

8. Peraturan Menteri	 Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang 

Penyidikan Pegawai Negeri Sipil eli Lingkungan Pemerintah Daerah. 

9. Keputusan Menteri Perhubungan	 Nomor Klvl 68 Tahun 1993 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan rlengan Kendaraan Umum ; 

10. Keputusan	 Menteri Dalain Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang 

Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ; 

11. Keputusan Menteri	 Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang 

Pedornan Tara Cara Pemungutan Retribusi Daerah ; 

12. Keputusan Menteri	 Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang 

Ruang Lingkup dan Jenis - jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan 

Tingkal II; 

DENGAN PERSETUJGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG TllvIUR. 

MEMUTUSKAN 

Meuetapkan PKRA.TURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TlMUR 

TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAVEK. 



BABI 

KETENTt rAN UMUlVI .. 
Pasall 

Dalam Peraturar. Daerali ini yang dimaksud dengan : 

a. Pemerintah Daerah 

b. Daerah 

c. Kepala Daerah 

d. Dinas 

e. Kepala Dinas 

".­
f. Badan 

g. Angkutan 

h. Kendaraan Bermotor 

i. Kendaraan Umum 

j. Mobil bus 

k. Mobil Penumpang 

1. Perusahaan Angkutan 

adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom 

yang lain sebagai Badan EksekutifDaerah ; 

adalah Kabupaten Lampung Timur ; 

adalali Bupati Lampung Timur ; 

adalah Dinas LLAJ Kabupaten Lampung Timur ; 

adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Kabupaten Lampung Timur ; 

adalan suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroaan 

Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, badan 

Usaha Milik Negara atau Radan Usaha Milik Daerah dengan 

nama clanbentuk apapun, Persekutuan, PerkumpuJan, Firma, 

Kongsi, Koperasi, Yayasan a:au Organisasi yang sejenis, 

Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk 

badan usaha lainnya ; 

adalah pemindzhan orang dan f atau barang clan suatu 

tempat ketempat lain dengan menggunakan Kenclaraan ; 

aclalah kendaraan yang digerakkan oleh Peralatan Teknik 

yang berada pada kendaraan itu ; 

aclalah setiap kendaraan bennotor yang disediakan untuk 

dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ; 

aclalah setiap kendaraan bennotor yang clilengkapi lebih dari 

8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk 

pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan 

Bagasi; 

adalah setiap kendaraan bennotor yang dilengkapi sebanyak­

banyaknya 8 (delapan) tempat duduk pengemudi baik 

dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan Bagasi ; 

adalah Perusahaan yang menyediakan jasa Angkutan Orang 

dan /atau barang dengan kendaraan umum di jalan ; 
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m. Perorangan 

n. Izin Trayek 

o. Kartu Pengawasan 

...- p. Retribusi Trayek 

q. Surat Pemberitahuan 

.Retribusi Daerah 

Yang selanjutnya di 

Singkat SPTRD 

r.	 Wajib Retribusi 

s.	 Masa Retribusi 

1.	 Surat Ketetapan 

Retribusi Daerah 

yang selanjutnya 

disingkat SKRD 

u.	 Surat Tagihan 

Retribusi Daerah yang 

se1anjutnya disingkat 

STRD. 

adalah Pemilik atau Pemegang Kendaraan Umum yang tidak 

tergabung da1am suatu Perusahaan Angkutan, namun 
~ 

menyediakan Jasa Angkutan Orang dan atau Barang di 

jalan; 

ada1ah Keputusan Izin yang diberikan kepada Perusahaan 

Angkuran dan atau Perorangan untuk menjalani suatu 

Trayek dengan menggunakan Mobil Bus atau Mobil 

Penumpang Umum dalam Wilayah Kabupaten Lampung 

Timur ; 

ada1ah turunan dari setiap Izin Trayek yang diberikan pada 

setiap Kendaraan Umum yang telah memperoleh Izin 

Trayek; 

ada1ah Pungutan Daerah atas Jasa atau Pe1ayanan Pemberian 

Izin Trayek Penumpang Angkutan Umum untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan I Pengusaha ; 

ada1ah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi yang 

terhutang menurut Peraturan Retribusi ; 

adalah orang pribadi at au Badan yang menurut Peraturan 

Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pcmbayaran Rctribusi terrnasuk pemungut atau pemotong 

Retribusi tertentu ; 

adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 

waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 

perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ; 

Surat Keputusan yang menentukan besamva jumlah 

Retribusi yang terhutang; 

ada1ah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah 

dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ; 
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v.	 Nomor Pokok Wajib 

Retribusi Daerah 

(NPWkD) 

w. Perhitungan Retribusi 

Daerah 

x.	 Surat Ke.etapan 

Retribusi Daerah Lebih 

Bayar yang selanjutnya 

dandisingkat SKRDLB 

y.	 Surat Ketetapan 

Retribusi Daerah kurang 

Bayar yang selanjutn va 

... - disingkat SKRDKB 

z.	 Surat Ketetapan 

Retribusi Daerah kurang 

Bayar Tambahan yang 

selanjutnya disingkat 

SKRDKBT 

a. a Pernbayaran Retribusi 

Daerah 

b. b Penagihan Retribusi 

Daerah 

c. c	 Hutang Retribusi 

Daerah 

adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi 

identitas bagi setiap Wajib Retribusi ;.. 

adalah perincian besarnya Retribusi yang hams dibayar oleh 

Wajib Retribusi (WR) ; 

adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit 

Retribusi lebih besar dati pada Retribusi yang terhutang 

tidak	 seharusnya terhutang ; 

adalah Surat Ketetapan yang memutuskan besamya 

Retribusi Daerah yang terhutang; 

adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan 

atas jumlah Retribusi Daerah yang ditetapkan; 

adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib 

Retribusi sesuai dengan STRD ke Kas Daerah atau ke 

tempat lain yang telah ditunjuk dengan batas waktu yang 

telah ditentukan ; 

adalah serangkaian kegiatan pemungut Rerribusi Daerah 

yang diawa1i dengan penyampaian Surat Peringatan, 

Surat Teguran supaya yang hersangkutan melaksanakan 

kewajiban untuk memhayar Retrihusi sesuai dengan 

jumlah Retrihusi yang terhutang ; 

adalah sisa hutang Retrihusi a~1S nama Wajib Retribusi 

yang tercantum pada STRD, SKRDKB dan SKRDKBT 

yang belum kadaluwarsa dan Retrihusi lainnya yang masih 

terhutang; 
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d. d Penyidik Pegawai aclalah Pejabat selain Penyidik Umum yang mempunyai 

Negeri dibidang wewenang untuk melal.nkan Penyidikan Tindak Pidana .. 
Retribusi Daerah	 dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Wilayah 

Kabupaten Lampung Timur ; 

e. e	 Kas Daerah aclalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung 

Timur. 

BABII
 

NM1J..., SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI
 

Pasal2
 

Dengan Nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran alas 

pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan "'.'. 
Angkutan Penumpang Umum pacla suatu atau pada Trayek tertentu dalam Wilayah Daerah. 

Pa"ial3 

Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Trayek untuk menyediakan Angkutan Penumpang 

Umumpada suatu atau beberapa Trayek tenentu yang seluruhnya berada dalam Wilayah 

Daerah. 

Pasa] 4 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Izin Trayek. 

BABIII
 

GOLONGAN RETRIDUSI
 

Pasal5
 

Subyek Rerribusi Izin Trayek Penumpang Umum adalah termasuk golongan Retribusi 

Perizinan tertentu. 

BABIV 

IZI~ TRAYEK DAN KARTU PENGAWASAN 

Pasal6 

(1). Setiap Perusahaan Angkutan clan / atau Perorangan yang mengoperasikan Kendaraan 

Umum di Jalan terlebih dahulu wajib memiliki Izin Trayek. 
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(2). Bagi Perusahaan Angkutan dan/atau Perorangan yang telah menclapatkan Izin Trayek 

pada setiap Kendaraan hams dilengkapi dengan Kartu Pengawasan. .. 
(3). Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk setiap 

Kendaraan Umum yang telah mendapat Izin Trayek. 

(4). Izin Trayek dan Kartu Pengawasan seoagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 

Pasal ini, diberikan Kepala Daerah atau Kepala Dinas yang ditujuk. 

(5). Bentuk dan macam Izin Trayek dan K"rOO Pengawasan ditetapkan oleh Kepala 

Daerah. 

BABV
 

TATA CARA MEl\1PEROLEH IZIN TRAYEK
 

PasaI.,
 

"." 
Untuk memperoleh Izin Trayek sebagaimana dimaksud pasaI 6 ayat (l) Pengusaha dan /
 

arau perorangan wajib memenuhi syarat :
 

(1). Memiliki Izin Usalia Angkutan Kendaraan Bennotor sesuai dengan Perundang­


undangan yang berlaku. 

(2). Memiliki atau rnenguasai Kendaraan Bennotor yang baik jalan yang dibuktikan dengan 

Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Buku Uji. 

(3). Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan / pool Kendaraan Bermotor yang 

dibuktikan dengar gambar lokasi clan bangunan serta Surat Ketersngan mengenai 

kepemi'ikan atau pengusaha / perorangan. 

(4). Memiliki atau bel.erja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas 

pemeliharaan Kendaraan Bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap 

dalam kondisi baik jalan. 

PasaI8 

(1). Permohonan Izin 'Irayek sebagaimana dimaksud pada PasalG ayat (1) diajukan Kepada 

Kepala Dcerah cq. Kepala Dinas. 

(2). Persetujuan atau penolakan Permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) 

Pasal ini diberikan dalarn jangka waktuL! ( empat belas ) hari setelah Permohonan 

oiterima. 

(3). Penolakan Permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara 

tertulis. 

(4). Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) 

ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
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Pasal9 

(1). Izin Trayek dikeluarkan dan berlaku untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun dan dapat 

diperpanjang kembali setelah habis masa berlakunya. 

(2). Kartu Pengawasan berlaku untuk jangka waktu 6 ( enam ) bulan dan dapat 

diperpanjang kernbali setelah habis masa berlakunya, 

(3). lzin Trayek clan Kartu Pengawasan tidak berlaku lagi apabila ; 

a.	 Habis masa berlakunya dan belum / tidak diperpanjang, 

b. Izin Trayek diperoleh secara tidak syah. 

c.	 Tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Trayek dan Ketentuan 

Perundang-undang.m yang berlaku. 

d. Terdapa. penyimp..nan antara Izin Trayek yang dimiliki dengan Rute	 I Trayek yang 

dilalui. 

Pasal 10 

(1).lzin Trayek sebagairr.ana dimaksud Pasal 6 ayat (1) hams dilakukan pendaftaran ulang 

setiap 6 ( enam ) bulan sekali dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

(2). Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan tanpa 

lzin Kepala Daerah. 

BABVI
 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
 

Pasal11
 

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan Izir yang diberikan dan jenis Angkutan 

Umum Penumpang. 

BAB VII
 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN S1RUKTUR
 

DAN BESARNYA TARIF
 

PasaJ 12
 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya	 tarif Retribusi didasarkan 

pada tujuan untuk menutup sebagian atau sarna dengan biaya penyelenggaraan 

pernberian Izin Trayek 

(2) Biaya sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ineliputi komponen biaya survey lapangan 

dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian, 
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uxnvnr 
STRUKTU DAN BESARNY A TARIF RE:TRlBUSI 

" Pasal13 

(1). Setiap pernberian Izin Trayek dan Daftar Ulang Kartu Pengawasan yang dikelurkan 

bagi Perusahaan Angkutan dan Perorangan wajib memhayar Retribusi. 

(2). Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk setiap Kendaraan 

adalah sebagai berikut ; 

a. Kendaraan Angkutan maksimum 56 tempat duduk. ..	 Rp. 50.000,· 

b. Kendaraan Angkutan kapasitas 12 sid 30 ternpat duduk.	 Rp.45.000,­

c. Kendaraan Angkutan kapasitas 9 sid 12 tempat duduk.	 Rp. 35.000,­

d. Kendaraan Angkutan kapsitas kurang dari 9 tempat duduk. Rp. 25.000,· 

(3). Besamya	 Retribusi Daftar Ulang Kartu Pengawasan untuk setiap kendaraan adalah 

sebagai berikut ; 

a. Kendaraan Angkutan maksimum 56 terupat duduk,	 Rp. 25.000,­'0. ­

b. Kendaraan Angkutan kapasitas 12 sid 30 tempat duduk.	 Rp.20.000,­

c. Kendaraan Angkutan kapasitas 9 s/d 12 tempat duduk. . Rp. 15.000,­

d. Kendaraan Angkutan kapsitas kurang dad 9 tempat duduk. R1). 10.000,· 

BABIX
 

\VILAYAH PEMUNGUTAN
 

Pasal14 

Wilayah Pemungutan Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umnm adalah tempat 

ditentukan oleh Pcmcrintali Daerah dalam Wilayah Daerah, 

BABX
 

l\1ASA RE1RIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
 

Pasal15
 

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah 

sebagai dasar nntuk mencrapkan besarnya Retribusi terutang. 

Pasal16 

Retribusi terutang adalah terjadi pada saat diterbitkanya SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 
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BABXI
 

TATA CAHA PENDAFTARAN DAN PENDAPATAN
 .. 
Pasal17 

(1)	 Untuk meudapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan 

pendataan Wajib Retribusi BAIK YANG 13ERDOrvlISILI DI DALAM Wilayah 

Daerah maupun yang berdomisili diluar Wilayah Daerah tetapi memiliki obyek 

Retribusi di Wilayah Dacrah Kabupaten Lampung Timur. 

(2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen	 yang 

diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan yang disampaikan kepada 

Wajib Retribusi yang bersangkutan. 

(3)	 Setelah formulir pendaftaran dan pendapatan dikirim / disampaikan kepada Wajib 

Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas 

Retribusi, sebagai balun mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor 
... ­

urut. 

(4)	 Daftar lnduk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya dapat 

dipergunakan sebagai lJP\VRD. 

BABXII
 

TA TA CARA PENETAPAN RETRIBUSI
 

Pasal18
 

(1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan Slam. 

(2) Dalam hal	 SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka 

diterbitkan SKRD secara jabatan, 

(3) Bentuk clan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

Pasal19 

Apabila berdasarkan has.l pemeriksaan dite.nukan data baru dan atau data yang semula 

belum terungkap yang menyebabkan penambahan jurnlah Retribusi yang terutang, maka 

dikeluarkan SKRDKBT. 

BABXIII 

TATA CARA PE:MBAYAHAN DAN PE:MUNGUTAN 
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Pasal20 

(1)	 Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan melalui Bendaharawan khusus Penerima 

sesuai dengan waktu yang ditentukan deng••n mcnggunakan SKRD, SKRD Jabatan 

dan SKRDKBT. 

(2)	 Dalam Pembayaran dilakukan melalui Bendaharawan KllUSUS Penerima, maka hasil 

Penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-Iambatnya 1 x 24 

jam. 

(3)	 Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa 

bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dengan rnenerbitkan STRD. 

PasaJ 21 

(1)	 Pembayaran Retribusi hams dilakukan secara tunaillunas 

(2)	 Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi 

untuk mengansur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan, 

(3)	 Tata cam pembayarcn Rctribusi sebagairnana dimaksud ayat (2) ditctapkan olch 

Kepala Daerah. 

(4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk 

menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan 

yang clapat dipertanggungjawabkan. 

PasaJ 22 

(1)	 Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan bukti 

pembayaran, 

(2)	 Setiap pembayaran clicatat dalam buku penerimaan, 

(3)	 Bentuk, lsi, Jenis, Ukuran buku dan tanda bukri pembayaran retribusi ditetapkan oleh 

Kepala Daerah. 

BABXIV
 

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
 

Pasal23
 

(1)	 SKRD, SKRD secara jabatan sebagaimana dimaksud clalam pasal 18, SKRDKBT 

. sebagaimana dimaksud dalam pasal19 dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

20 ayat (3) dicatat dalam buku jenis Retribusi masing-masing, 
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(2) SKRD,	 SKRD secara jabatan, SKRDKBT dan STRD untuk masing-masing Wajib 

Retribusi dicatat sesuai ~WRD. .. 
(3) Arsip	 dokumen yang relah dicatat disimpan sesuai dengan Nomor Eerkas secara 

berurutan, 

Pasal24 

(1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam bukujenis Retribusi, 

(2)	 Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar 

penerimaan d..n tunggakan perjenis Retribusi, 

(3)	 Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

c1ibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi 'scsuai dengan 

masa Retribusi. 

'IIi,.' BABXV
 

TATA CARA PENAGlHAN RETRIBUSI
 

Pasal25
 

(1) Penge1uaran Surat Teguran I Peringatan I Surat yang lain sejenis sebagai awal tindakan 

pelaksanaan penagihan Retribusi c1ikeluarkan segera setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh 

tempo pembayaran. 

(2)	 Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal Surat Teguran I Peringatan ;' Surat 

lain yang sejenis, Wajib Retrihusi hams melunasi Retribusinya yang terutang. 

(3)	 Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang 

ditunjuk. 

Pasal26 

Bentuk-bentuk formulir vang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah 

sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

BABXVI
 

TATA CARA PENGURANGft..N, KERINGANAN
 

DAN PElVffiEBASAN RETRIBUSI
 

Pasal27
 

(1). Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
 

Retribusi. 

(2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan clan pembebasan Retribusi 

sebagaimana dimaxsud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala daerah. 
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BABXVII 

TATA CARA PEMBET0LAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSA.N 
" 

DAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALM 

Pafal28 

(1)	 Wajib Retribusi dapai mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang 

dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan 

dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah. 

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan perrnohonan,	 pengurangan penghapusan sanksi 

adrninistrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi 

dikenakan bukan kesalahannya, 

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan 

ketetapan Retribusi : 'ang tidak benar. 

(4)	 Permohouan pemberulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan keterapan, ... ­
pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan pemhatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hams disampaikan secara 

tertulis oleh wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau pejabat yang dituntuk naling 

lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan 

alasan yangjelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya, 

(5) Keputusan atas perrnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh 

Kepala Daerah atcu Pejabat yangditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat 

Permohonan diterima. 

(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga)	 bulan sebagaimana dirnaksud pada ayat (5), Kepala 

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka perrnohonan 

pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi 

administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan, 

BABXVIII
 

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
 

Pasal29
 

(1)	 W<Bib Petribusi hams mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah 

untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi. 

(2)	 Atas dasar Pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan 

pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang 

Retribusi dan / atau sanksi Adrninistrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah. 

(3) Atas Perrnohonan	 sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan 

pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pemb.ivaran Retribusi selanjutnya. 
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Pasal30 

(1). Dalam hal kelebihan pe.nbayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan 

perhituagan sebagaimana climaksud Pasal 2ui diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 

( clua ) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pernbayaran 

Retribusi. 

(2).	 Kelebihan pcmbayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ay.u (1) dikembalikan 

kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 ( dua ) bulan sejak cliterbitkan SKRDLB. 

(3).	 Pengembalicn kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan sete1ah lewat waktu 2 ( dua ) 

bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah mernberikan -mbalan bunga 2 <!o ( 

dua persen ) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi. 

Pasal31 ... ­

(1). Pengernbalian sebagaimana dimaksud Pasal 30 dilakukan dengan menerbitkan Surat 

Perintah Membayar Kelebihan Rctribusi, 

(2). Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 diterbitkan Bu1.1i Pemindah 

Bukuan, yang berlalu juga sebagai bukti pembayaran. 

BABXIX
 

TUGAS D:\N TANGGUNG JAwxs INST.L\NSI PKlVIUNGUT
 

Pasal32
 

(1)	 Instansi pemungut Lerranggung jawab kepada Kepala Daerah 

(2) Instansi pemungut clalam melaksanakan tugasnya secara	 teknis hams sesuai dengan 

prosedur clan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, 

(3) Instansi pemungut wajib melaksanakan	 sistern Infonnasi Manajemen dan evaluasi 

terhadap pemberian Izin Trayek, 

BABXX
 

KETE)I"TUAN PENGA\-VASAl'! DAN PENGENDALIAN
 

Pasal33
 

(1)	 Pengawasan clan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan 

oleh Kepala Daerah atau Kepala Dinas yang ditunjuk. 

(2)	 Tata Cara pelaksanaan pengawasan dan pengenclalian sebagaimana dimaksud ayat (1) 

Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
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...
 

BABXXI 

KETENTUAN PIDANA 

.. Pasal34 

(1) Wajib retribusi	 yang tidak melaksanakau kewajibannya sehingga merugikan keuangan 

Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam ) bulan atau denda paling 

banyak R~), 5.000.000,- (lima juta rupiah).. 

(2)	 Tindak pidana sebagaimana climaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran, 

(3). Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata 

merugikan Pemerintah Daerah dan atau rnasyarakat, diambil tindakan t~gas sesuai 

Peraturan Perundano - Undangan yang berlaku. 

BABXXII
 

KETE:\lr~'\)'PEl\l:'IDIKAN
 

Pasal35
 

(1)	 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertcntu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi 

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikn Tindak Pidana 

dibiclang Retribusi Daerah. 

(2)	 Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah : 

a.	 Menerima.mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau 

laporan tersebu. menjadi lengkap dan jelas, 

b.	 Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai (fang pribadi atau 

badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak 

Pidana dibidang Retribusi Daerah. 

c.	 Meminta ketermgan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 

dengan Tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. 

d.	 Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan 

dengan Tindal, Pidana dibidang Retribusi Daerah. 

e.	 Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, 

pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukri 

tersebut. 

f.	 Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangk.. pelaksanaan tugas penyidikan Tindak 

Pidana dibidang Retribusi Daerah. 

g.	 Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada 

saat pemeriksaan se.lang berlangsung serta memeriksa iclentitas orang dan atau 

dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. 
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h.	 Memotret seseorang yang berkaitan deugan Tinclak Pidana Retribusi Daerah. 

1.	 Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sabagai tersangka 
"
 

atau.saksi,
 

J.	 Mengehentikan Tenyidikan 

k.	 Meiakukan tindakan lain yang perlu unruk kelancaran Penyidikmnya kepada 

Pcnur-tut Umurn, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang 

Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

BABXXIIJ
 

KETEl\7UAN PENUTUP
 

Pinal 36
 

Pelaksanaan I'eraturan Duerah ini ditetapkan oleh Kopala Daerah, 

'li,'. 

Pasal37 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat rnengetahuinya, rnemerintahkan meugundangkan Peraruran 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten L smpung Timur. 

Sukadana 
31 Oktober :WOO 

UNGTL\rr~ 

" 

Disetujui oleh 
Dengan 
Tanggal 

DPRD Kabupaten Lampung Timur 
Sural Keputusan Nomor : 170 I 16 I X I SK I DPRD - LTxl 
31 Oktober 2000 

2000 

Diundangkan eli 
Pada Tanggal 

Sukadana 
07 November 2000 

~I 
, 

LEMBARi\N DAERL\..H KABUPATEN LArvIPUNGTlNIUR TAHUN 2000 N01VIOR : 09 



PENJELASAN 

~TAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAlVII'UNG TIl\tIUR
 

N01\101~ : 09 TABUN : 2000
 

TENTANG 

RETRIB"GSI IZIN TRAYEK 

A. PENJELASA1~ UMTJlVI 

Pelayanan Jasa Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Lampung Timur merupakan jenis 

Pelayanan tertentu cL1.laJ.T menunjang mobilitas orang dan jasa dari satu tempat ketempat 

lain untuk melaksanakan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
".-

Sesuai dengan meningkatnya mobilitas orang dan jasa diikuti dengan penyedian sarana 

Angkutan Umu-r, yang .nampu memberikan layanan kepada masyarakat dan terjangkau 

oleh daya beli serta mampu menjangkau sampai Wilayah Pedesaan. 

Pelayanan Angkutan Peoesaan yang memiliki potensi berkembang di Kabupaten Larnpung 

Timur harus juga diikuti dengan Peningkatan Penyediaan Perangkat Hukurn dan fasilitas 

yang memaciai. Untuk n.enghindari terjadinya pengoperasian Kendaraan Angkutan dengan 

teratur dan tertib, diperlukan pengaturan, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan yang 

dilakukan oleh Pe.nerinrah. 

Salah satu bentuk per.gaturan, pengedalian, perqbinaan dan pengawasan sebagaimana
'" 

dimaksud diatas adalah Pengaturan Perizinan bagi Penyedia Angkutan Umum dalam 

rangka ketertiban dan keteraturan serta menghidari terjadinya twnpang tindih pelayanan 

Trayek Angkutan Umum. Sebagai konstribusi pengaturan, pengedalian, pembinaan dan 

pengawasan Pelayanan Angkutan Umum, dalam Pengusahaan Angkutan Umum di Wilayah 

Kabupaten Lampung Timur dipungut Retribusi sebagai sumbangsih terhadap Pendapatan 

Asli Daerah ( PAD) Kabupaten Lampung Timur. 

Penetapan Peraturan Daerah tentang Retribusi lzin Trayek Angkutan Umum di Kabupaten 

Lampung Timur merupakan realisasi penjabaran terhadap Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku yang mempedcmi prinsif-prinsif polayanan prima kepada rnasyarakat yang 

tertib, teratur, berhasilguna jan berdayaguna seluruh masyarakat khususnya di Wilayah 

Kabupaten Lampung Timur dan pemakai jasa Angkutan pada umumnya. 



B. PENJELASA.N P~SAL DElVII PASAL 

Pasa1 1 sid 5	 Cukup jelas 

Pasal 6 ayat (1)	 Pengoperasian Kendaraan Urnum dalam hal inijuga tennasuk 

Pengoperasian Kcndaraan Umum tidak dalam trayek 

menggunakau Mobil Penurnpang Umurn ( Taksi ) yang 

dilengkapi dengan a!..t pencatat I pengukur besamya tarif atau 

sering disebut dengan Argometer. 

ayat (2) : Kartu Pengawasan dimaksudkan untuk melakukan 

pengawasan vterhadap Kendaraan Angkutan Umum yang 

mengoperasikan pada suatu trayek sesuai dengan Izin Trayek 

yang dimiliki, oleh karena itu Kartu Pengawasan ini hams 

sela1u me1ekat pada setiap kendaraan yang dioperasikan 

",-	 sesuai Izin Trayek yang diberikan. 

ayat (3) Pemberian Wewenang kepada Pejabat yang ditunjuk 

dimaksudkan agar lebih memudahkan da1arn Pe1aksanaan 

pengawasan, pengendalian dan pcmbinaan terhadap 

pengusaha dan atau pengernudi angkutan umum, 

Pasa1 7 s/d 8	 Cukup je1as. 

Pasal 9 ayat (1) : Perpanjangan Izin Trayek setelah habis masa berlaku 5 (lima) 

tahun dapat dilak.ikan oleh pengusaha dan atau perorangan 

dengan catatan kendaraan yang dioperasikan tetap memenuhi 

persyaratan teknis dan baik jalan serta tidak melampaui urnur 

teknis kendaraan yang diizinkan. 

ayat (2) 

huruf a	 Yang dimaksud sevara tidvk syah ada1ah apabila Izin Trayek 

dan Kartu Pengawasan tersebut palsu dan atau dipero1eh dari 

pihak lain me1a1ui jual bcli tanpa seizin Kepa1a Daerah atau 

Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengawasi 

perizinan trayek. 

Huruf b : Termasuk tidak mcmenuhi Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku antara alin memberlakukan tarif yang tidak 

sesuai dengan tarif sebenamya, rnengangkut penumpang 

me1ebihi kapasitas yang ditentukan, tidak mernenuhi 

ketentuan Wajib Angkut Penumpang dan sebagainya. 
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Pasal 10 ayat (1) 

ayat (2) 

Pasal 11 s/d 19 
",-

Pasal 20 ayat (3~ 

Pasal 21 sid 37 

Yang dimaksud Pendaftaranlllang adalah Daftar Ulang Kartu 

Pengawasan I Peipanjangan masa berlakunya Kartu 
... 

Pengawasan untuk setiap kendaraan sesuai dengan Izin 

Trayek yang d.niliki. 

Yang dimaksud dengan Pengalihan adalah jib Pengusaha 

dan atau Pemilik Kendaraan yang telah memperoleh Izin 

Trayek akan mengalihkannya atau mernindah tangankannya 

kepada pihak-pihak lain oleh sebab-sebal. tertenru misalnya 

mengalami Pailit atau kerugian, Sedangkan yang dimaksud 

dengan perubahan Iainnya adalah jika perubahan alamat, 

jumlah kendaraan atau perubahan trayek yang diinginkan 

( pindah trayek ) oleh Pengusaha atau Pemegang Izin Trayek. 

Cukup jelas. 

: Sanksi Adrninistrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) 

dimaksudkan agar Wajib Retribusi selalu taat dan tepat dalam 

Pembayaran Retribusi.ketentuan ini dimaksudkan "untuk 

menghindari tumbuh.iya lokasi-lokasi parkir liar yang tidak 

dikendalikan.- . 

: Cukup jelas. j
 
I 


